
	
	

Catatan	untuk	Editor	
	

Program	 UN	 Women	 “Improving	 Women’s	 Human	 Rights	 in	 Southeast	 Asia,	
2011-2016”:	Apa	yang	Telah	`Kami	Capai	
	
Program	yang	berakhir	di	bulan	Juni	ini,	dilaksanakan	di	delapan	negara:	Kamboja,	
Indonesia,	Laos,	Myanmar,	Filipina,	Thailand,	Timor-Leste,	dan	Vietnam.	
	
Ini	 adalah	 fase	 kedua	 dari	 program	 regional	 UN	Women.	 Fase	 pertama,	 adalah	
dari	 tahun	 2004-2009,	 bertujuan	 	 untuk	 meningkatkan	 pengetahuan	 akan	
Konvensi	Penghapusan	Segala	Bentuk	Diskriminasi	Terhadap	Prempuan	(CEDAW).	
Pada	tahun	2011-2016	program	CEDAW	bertujuan	untuk	mendukung	individu	dan	
institusi	untuk	mempromosikan	hak	asasi	perempuan,	mempengaruhi	perundang-
undangan	 dan	 mendukung	 akses	 perempuan	 terhadap	 keadilan	 di	 tingkat	
nasional.	Untuk	mencapainya,	UN	Women	 telah	melakukan	advokasi,	 pelatihan,	
konsultasi	dan	mengkoordinasi	aktivitas	terkait	peningkatan	hak	asasi	perempuan	
yang	dilakukan	beberapa	kelompok.	
	
Pemerintah	Kanada	mendukung	kedua	program	tersebut.	
	

Walaupun	 delapan	 negara	 pada	 program	 ini	 telah	 meratifikasi	 CEDAW,	 namun	
substansi	 dan	 semangat	 dari	 konvensi	 ini	 tidak	 sepenuhnya	 dimengerti	 oleh	
pemerintah	–	maupun	perempuan	yang	memiliki	hak	tersebut.	

	

	

	

	

	



Pencapaian	dari	program	regional	UN	Women	2011-2016:	

	
1. Jumlah	 dan	 kapasitas	 dari	 kelompok	 nasional	 dan	 regional	 yang	 memiliki	
komitmen	 untuk	menggunakan	 CEDAW	 sebagai	 instrumen,	 telah	 ditingkatkan	
dan	diperkuat.		
	
Ini	 termasuk	 hakim,	 badan	 ASEAN,	 dan	 komisi	 hak	 asasi	 manusia	 nasional.	
Kerjasama	UN	Women	 dengan	 sekretariat	 negara	 Persemakmuran,	 serta	 badan	
antar	 pemerintah	 dari	 negara	 persemakmuran,	 penguatan	 kapasitas	 di	 sektor	
peradilan	 di	 Asia	 ketika	 menghadapi	 kekerasan	 terhadap	 perempuan.	 Jaringan	
nasional	 dari	 hakim	 perempuan	 telah	 terbentuk	 di	 Kamboja.	 Di	 negara	 dimana	
program	 ini	 berjalan,	 kapasitas	 organisasi	 masyarakat	 yang	 melakukan	
pemantauan	terhadap	implementasi	CEDAW	juga	telah	diperkuat.	
	
2. Undang-undang	baru	yang	mendukung	percepatan	hak	asasi	manusia	 telah	
dibuat.		
	
Ini	termasuk	undang-undang	di	Laos	untuk	mencegah	dan	memerangi	kekerasan	
terhadap	 perempuan	 dan	 anak	 perempuan,	 Peraturan	 Menteri	 Kesehatan	 di	
Indonesia	No.6/2014	tentang	medikalisasi	sunat	perempuan	(yang	dicabut	karena	
merupakan	peraturan	yang	diskriminatif),	dan	undang-undang	kesetaraan	gender	
di	Thailand.	Di	Kamboja,	Kementerian	Dalam	Negeri	telah	mengeluarkan	instruksi	
agar	pemimpin	komunitas	dapat	mengambil	tindakan	atas	upaya	untuk	mencegah	
kekerasan	terhadap	perempuan	dan	anak	perempuan.	
	
Di	beberapa	negara,	11	undang-undang	telah	diamandemen,	termasuk	Peraturan	
Daerah	 Tentang	 Perlindungan	 Perempuan	 dan	 Anak	 dari	 Tindak	 Kekerasan.	
Vietnam	 telah	merevisi	 undang-undang	 pemilu	 untuk	memastikan	 bahwa	 kuota	
35%	 keterwakilan	 perempuan	 di	 Dewan	 Nasional.	 Vietnam	 juga	 telah	
mengintegrasi	 gender	 ke	 dalam	 anggaran	 negara.	 Laos	 dan	 Vietnam	 telah	
mereformasi	 hukum	 pidana	 mereka.	 Kamboja	 mereformasi	 peraturan	 tentang	
kekerasan	dalam	rumah	tangga	dan	peraturan	mengenai	tenaga	kerja.	



	
Di	 Filipina,	 rencana	 untuk	 hukum	 berbasis	 CEDAW	 bagi	 Bangsamoro	 tengah	
dirancang.	 Timor	 Leste	 tengah	merancang	 undang-undang	 pemilihan	municipal,	
desentralisasi	 dan	 undang-undang	 lokal,	Civil	 Registration	 Code,	 undang-undang	
Suco	(desa)	,	dan	undang-undang	dekonsentrasi	administrasi.	
	

Sepuluh	 undang-undang	 tengah	 dalam	 proses	 revisi	 atau	 akan	 segera	 diadopsi.	
Prinsip	 CEDAW	 sendiri	 telah	 dimasukkan	 ke	 dalam	 kurikulum	 yang	 digunakan	
untuk	 melatih	 pengacara,	 hakim,	 dan	 jaksa	 pada	 pusat	 pelatihan	 pengacara	 di	
Kamboja,	Timor-Leste	dan	Vietnam.	
	
3. Lima	 rancangan	 strategis	 nasional	 untuk	 percepatan	 hak	 asasi	 perempuan	
telah	diadopsi.		
	
Kamboja	mengadopsi	Rencana	Aksi	Nasional	untuk	mencegah	kekerasan	terhadap	
perempuan;	 rencana	 2014-2018	 untuk	 kesetaraan	 gender	 dan	 pemberdayaan	
perempuan;	 dan	 Rencana	 Strategis	 Pembangunan	 Nasional	 2014-2018.	 Laos	
mengadopsi	 Strategi	 Nasional	 untuk	 Percepatan	 Pemajuan	 Perempuan	 2011-
2015.	 Indonesia	 mengeluarkan	 Rencana	 Aksi	 Nasional	 untuk	 Perempuan,	
Perdamaian	 dan	 Keamanan.	 Myanmar	 mengadopsi	 Rencana	 Strategis	 Nasional	
untuk	Percepatan	Pemajuan	Perempuan.	

	
4. Pengetahuan	dan	kapasitas	dari	1,410	tokoh	sentral	untuk	mempromosikan	
kesetaraan	gender	telah	diperkuat.		
	
Ini	termasuk	pemerintah,	anggota	parlemen,	pengacara,	masyarakat	sipil,	aktivis,	
pebisnis,	petugas	publik,	jaksa	dan	hakim.	
	
Aktor	 peradilan	 memperoleh	 peningkatan	 pemahaman	 akan	 CEDAW	 dan	
interpretasinya	 dalam	 Undang-Undang,	 terutama	 terkait	 stereotip	 gender	 dan	
diskriminasi	 tidak	 langsung.	 Pada	 Februari	 2015,	 3	 hakim	 di	 Timor-Leste	
mengaplikasikan	CEDAW	dalam	putusan	pengadilan	pada	kasus	kekerasan	dalam	



rumah	 tangga;	 dua	 diantara	 mereka	 telah	 mendapatkan	 pelatihan	 yang	
diselenggarakan	 oleh	 UN	 Women.	 Anggota	 parlemen,	 terutama	 perempuan,	
mendapatkan	 pemahaman	 mengenai	 Undang-undang	 yang	 sejalan	 dengan	
CEDAW;	 ini	membantu	mereka	memahami	beberapa	pasal	dari	Undang-Undang	
tersebut.		
	

5. Kelompok	perempuan	termarginalkan	telah	didukung	untuk	mengidentifikasi	
dan	menghentikan	diskriminasi	yang	mereka	hadapi.		

Ini	termasuk	perempuan	pedesaan	dan	perempuan	adat,	perempuan	dengan	HIV,	
lesbian,	 gay,	 bisexual,	 dan	 transgender,	 anak	 muda	 dan	 perempuan	 dengan	
disabilitas.	

	
6. Pemantauan	 akan	 kemajuan	 setiap	 negara	 dalam	 menggunakan	 CEDAW	
sebagai	instrumen	hukum	HAM	telah	diperkuat.		
	

Beberapa	 negara,	 termasuk	 Kamboja,	 Vietnam	 dan	 Timor-Leste	 telah	membuat	
suatu	sistem	monitoring.	Selama	program	berlangsung,	semua	negara,	terkecuali	
satu,	menyerahkan	laporan	nasional	CEDAW	kepada	komite	CEDAW,	sebuah	panel	
international	 yang	 memonitor	 pelaksanaan	 CEDAW.	 (Laporan	 lainnya	 akan	
diserahkan	 di	 tahun	 2016).	 Selain	 itu,	 kualitas	 dari	 laporan	 berkembang	 secara	
signifikan.	 Pemerintah	 Myanmar	 mengembangkan	 laporan	 nasional	 dan	
melibatkan	banyak	kemeterian	dan	kelompok	luar	dan	melakukan	konsultasi	yang	
substansional.	

	

	


